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Heterogenitas agama pada suatu masyarakat/bangsa, sangat rentan untuk terjadinya konflik. Konflik yang
terjadi karena masalah ini, seringkali menjadi sumber terjadinya konflik yang lebih besar, dan berpotensi
untuk terjadinya disintegras suatu bangsa. K enyataan menunjukkan bahwa masalah agama merupakan
masalah yang paling mudah untuk dijadikan sasaran provokasi, baik yang berasal dari dalam kel ompok
maupun dari kelompok lain. Hal ini tampak dari konflik yang terjadi di berbagai wilayah akhir-akhir ini,
yang selalu dikaitkan dengan masalah agama.

Heterogenitas agama di wilayah Indonesia, sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu, tepatnya sejak
zaman Majapahit. Kergjaan Majapahit yang memiliki wilayah hampir sama dengan wilayah NKRI sekarang,
jugaterdiri dari banyak suku dan agama. Sifat agama dari kerajaan Majapahit dapat dilihat dari banyaknya
peninggalan yang sudah diketemukan, yang sebagian besar mempunyai latar belakang agama. Sehubungan
dengan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada fungsi agama dalam pemerintahan,
terutama masa kejayaan Majapahit.

Secara operasional, permasalahan yang akan dicari jawabannya adal ah bagaimana fungsi agama dalam
pemerintahan pada masa kejayaan Mgjapahit, dan sejauhmana para penguasa memanfaatkan agama didalam
penyelenggaraan pemerintahan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan warga
masyarakatnya.

Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia masalampau. Hal ini dapat diketahui
dari peninggalan-peninggalan yang telah diketemukan hingga saat ini, baik yang berupa peninggalan yang
bersifat monumental, maupun peninggal an-peninggal an yang berupa naskah atau prasasti. Meskipun
demikian, beberapa peninggalan yang sudah diketemukan, masih banyak yang belum diidentifikasi dan
belum dapat dijelaskan keberadaannya. Oleh karenanya, penelitian mengenai kerajaan Majapahit ini masih
sangat terbuka, baik yang bersifat pendahuluan maupun penelitian-penelitian lanjutan yang pernah
dilakukan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan masalah fungsi agama pada masa
kejayaan Majapahit ini diharapkan dapat memberi gambaran kehidupan keagamaan pada masa kejayaan
Majapahit, terutama mengenai fungsi dan peranannya di dalam penyelenggaraan Negara.

Gunamencapai tujuan tersebut, kajian ini akan membentangkan suatu pemikiran yang mengacu pada suatu
kerangka analisis yang dapat dipakai untuk |ebih memahami unsur-unsur dan aspek-aspek keagamaan yang
pernah ada dan berkembang pada masa kejayaan M ajapahit. Dengan demikian, hasil penelitian ini
diharapkan dapat bermanfaat positif sebagai sumbangan data dan pemikiran tentang fungsi dan peran agama
dalam suatu pemerintahan di masa lampau. Dengan kata lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat
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dimanfaatkan untuk menjelaskan peninggal an-peninggalan yang berasal dan masa yang bersangkutan.
Harapan ini tidaklah berlebihan, karena peninggal an-peninggalan dari masa kejayaan Mg apahit, hampir
semuanya berhubungan dengan pemerintahan pada masaitu.

Oleh karena data yang digunakan semuanya berupa peninggalan purbakala, baik yang berupa naskah,
prasasti, relief maupun peninggalan purbakal a lainnya, maka pendekatan yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah pendekatan arkeologis. Sedangkan dalam menganalisa data untuk mendapatkan
jawaban permasalahan, digunakan pendekatan structural-fungsionalisme, dengan harapan dapat memperoleh
gambaran tentang fungsi dari masing-masing sistem dan subsistem yang terkait dengan pemerintahan pada
waktu itu.

Berdasarkan sumber sgjarah dan peninggal an-peninggalan yang sudah ditemukan, dapat diketahui bahwa
agama, yang dalam hal ini diartikan sebagai norma atau aturan yang menjamin agar hubungan antar
manusia, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan Tuhan-nyatidak kacau, memiliki peran yang
sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai suatu negarayang bersifat kosmis, agama
difungsikan sebagai tuntunan atau pedoman di dalam menyusun birokrasi pemerintahan. Suatu kergjaan
yang dianggap sebagal jagat kecil (mikrokosmos), menempatkan pejabat-pejabat pemerintahan dan para
penguasa daerah seperti dewa-dewa lokapala, sehingga keseimbangan (equilibrium) antara makrokosmos
dan mikrokosmos dapat tercapai. Di samping itu, agama juga difungsikan sebagai saranalegitimasi oleh
para penguasa. Raja Jayanagara yang mengawali masa kejayaan Mg apahit, melegitimas dirinya sebagai
penjelmaan dewa Wisnu. Di dalam beberapa prasasti yang sudah ditemukan, Jayanagara menggunakan
symbol (lancana) ikan/mina (matsya). Malaya atau ikan ini merupakan salah satu awatara dewa Wisnu.

Pelegitimasian yang dilakukan oleh Jayanagara ini berhubungan dengan situasi politik pada waktu itu,
terutama yang terkait dengan usaha dan keberhasilan Jayanagara di dalam menghalau dan mengembalikan
takhta kergjaan, yang sebelumnya dipenuhi dengan serangkaian pemberontakan. Hal yang sama juga
dilakukan oleh ragja Tribhuwanatunggadewi, yang juga menggunakan nama Wisnu di dalam abhisekanama-
nya. Raja Hayamwuruk, meskipun tidak menggunakan unsur dewa dalam nama gelarnya, tetapi juga
memanfaatkan agama di dalam melegitimasi dirinya. Usaha Hayamwuruk dalam melegitimasi diri
dilakukan dengan cara memberikan penghormatan terhadap paraleluhur, dan mengakui serta
mengakomodasi seluruh komponen agama yang ada dan berkembang pada masa pemerintahannya. Upacara-
upacararitual, seperti upacara Sraddha, dan pembangunan serta membangun kembali candi-candi tempat
pendarmaan pendahulunya, merupakan bentuk nyata dari raja Hayamwuruk yang memanfaatkan agama
sebagal saranalegitimasi.

Di samping sebagal saranalegitimasi, agama juga memiliki fungs sebagai saranaintegrasi. Secara politis,
penempatan tokoh-tokoh agamadi dalam birokrasi pemerintahan merupakan suatu bentuk nyata dari usaha
untuk mempersatukan perbedaan yang ada. Mpu Tantular, sebagai pujangga kraton, membuktikan adanya
pengakuan dan pengakomodasian berbagai agama yang ada dengan memunculkan semboyan yang dikenal
dengan Bhineka Tunggal Ika, seperti yang tertulis dalam salah satu karyanya yang berjudul Sutasoma.
Bentuk integrasi di tingkat keragjaan ini juga ditunjukkan dengan adanyatoleransi antar kelompok agama.
Tolerans antar agama tampak dari bangunan-bangunan keagamaan yang memiliki sifat dari dua atau lebih



kelompok/sekte agama. Pembangunan dan pemugaran beberapa candi yang dilakukan oleh rgja
Hayamwuruk, seperti candi Jago, candi Jawi, candi Panataran dan beberapa candi lain yang memiliki dua
atau lebih ciri kelompok agama, merupakan bukti nyata dari fungsi agama tersebut.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, agama juga memiliki fungsi sebagai pengendali sosial. Di tingkat pusat,
secara nhyata kitab perundang-undangan kerajaan Majapahit diambil dari kitab agama, yang dikenal dengan
nama K utaramanawadarmasastra. Kitab yang merupakan perpaduan dari haskah-naskah India dan
disesuaikan dengan situasi politik dan sosial masyarakat Mg apahit ini dijadikan kitab perundang-undangan
kergjaan Majapahit. Di samping itu, adanya sapatha yang selalu mengikuti sebuah ketetapan hukum,
merupakan kontrol sosial yang sekaligus menjadi pengendali sosial, sehingga ketetapan dari suatu putusan
dapat dijamin pelaksanaannya. Fungs agama sebagal pengendali sosial, atau fungsi agamadi bidang
peradilan ini juga ditunjukkan dengan penempatan tokoh-tokoh agama sebagal pejabat peradilan. Kenyataan
ini membuktikan bahwa agama memiliki fungsi yang cukup penting di dalam sistem peradilan Majapahit,
terutama sebagai kontrol atau pengendali sosial, sehingga hubungan antar manusia, manusia dengan
lingkungan alam serta manusia dengan Tuhan-nyatidak kacau. Fungs agama sebagai sarana pengendali
sosial ini cukup efektif, terbukti dengan tidak adanya gejolak politik maupun gejolak sosia yang muncul
pada masa pemerintahan raja Hayamwuruk.

Di samping memiliki fungsi atau difungsikan oleh para penguasa, agama juga memiliki peran yang cukup
besar dalam bidang sosial. Hal ini dapat dilihat dari fungsi agama dalam bidang politik, ekonomi maupun
dalam kehidupan masyarakat umum. Dalam bidang politik, agama berfungs sebagai penyeimbang dalam
penyusunan birokrasi pemerintahan. Keberadaan tokoh-tokoh agama di dalam susunan birokrasi
pemerintahan dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai golongan agama dalam masyarakat. Hal ini
sangat perlu, karena sebuah negara dengan berbagai kelompok agama merupakan kerawanan tersendiri, atau
merupakan sumber konflik terbesar apabilatidak diatasi sgjak dini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
tokoh-tokoh agama dalam birokrasi pemerintahan ditempatkan pada jabatan yang berhubungan dengan
masalah pengendalian sosial.

Sebagai kergjaan yang bersifat agraris, maka kergjaan Majapahit tidak dapat meninggalkan hal-hal yang
bersifat spiritual. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upacara-upacararitual selalu mewarnai dalam
kegiatan pertanian. Penghitungan musim yang didasarkan pada gejala alam, kegiatan pertanian yang selalu
dimulai dengan upacararitual, masa panen yang juga selalu dimulai dengan upacara-upacara ritual, sampai
dengan pengakuan dewi Sri sebagai dewi kesuburan yang dikaitkan dengan tanaman padi, merupakan bukti
nyata bahwa agama memiliki fungsi dan peran yang cukup besar dalam bidang pertanian.

Daam bidang perdagangan, agama juga memiliki fungsi dan peran yang cukup penting, meskipun tidak
secara nyata seperti dalam bidang pertanian. Dalam bidang perdagangan, agama berfungsi sebagai
pengontrol hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Pada masa kejayaan Mg apahit, perdagangan
tidak merupakan kegiatan ekonomi semata, tetapi juga merupakan kegiatan sosial. Hal ini tampak dari
sistem perdagangan di daerah-daerah yang ditetapkan menjadi sima, dimana perdagangan dibatasi, baik
mengenai jumlah maupun jenis dagangannya. Pembatasan jumlah dan jenis dagangan ini semakin ketat
pada daerah-daerah yang ditetapkan menjadi sima yang disebabkan karma daerah tersebut terdapat



bangunan suci. Pembatasan jumlah dan jenis dagangan ini apabila diperhatikan secara seksama,
dimaksudkan untuk menjaga kelestarian alam, sehingga hubungan antara manusia dengan lingkungan
alamnyatetap harmonis. Demikian pula hasil pgjak atau denda dari pelanggaran sistem perdagangan,
sebagian juga diperuntukkan bagi kepentingan bangunan suci. Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama,
meskipun tidak secara eksplisit, memiliki fungsi dan peran yang cukup besar di dalam sistem perdagangan
yang berlangsung pada waktu itu. Peran dan fungsi agama ini semakin nyata dengan diaturnya sistem
perdagangan di dalam kitab perundang-undangan agama.

Sedangkan di dalam bidang perindustrian, agama berperan sebagai pengendali teknologi, sehingga
perlakuan manusia terhadap peralatan yang digunakan tidak semena-mena. Anggapan terhadap peraatan
industri yang memiliki sifat kedewaan dan upacararitua yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan,
merupakan bukti nyata dari peran agama dalam bidang perindustrian. Kecenderungan masyarakat untuk
tidak melepaskan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan dan teknologi ini merupakan bukti bahwa
masyarakat Majapahit merupakan masyarakat yang religius.

Sebagai masyarakat religius, maka kehidupan sosial budaya masyarakat Majapahit juga diwarnai oleh hal-
hal yang bersifat keagamaan. Di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, agama memiliki fungsi dan peran
sebagal pengendali jarak sosial, pemberi fenomenaintegrasi dan menumbuhkan rasa toleransi antar warga
masyarakat. Mengenai jarak sosial, yang biasanya disebabkan karena identitas kelompok maupun
kedudukan salah satu kelompok agama di dalam masyarakat yang mengakibatkan kecemburuan antar
kelompok agama, dapat diminimalisasikan dengan pengakuan seluruh agama yang ada serta pemberian hak
dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah
yang memberi pengakuan dan kesempatan yang sama terhadap tokoh-tokoh agama untuk duduk dalam
pemerintahan. Sedangkan mengenal integrasi sosial, masing-masing kelompok memberi pengakuan
terhadap kelebihan dari kelompok lain. Adanya satu bangunan suci (candi) yang memiliki dua atau lebih
sifat keagamaan, merupakan bukti dari integrasi sosial dalam bidang agama. Hal ini juga merupakan bukti
adanyatoleransi antar kelompok agama, yang pada akhirnya akan memunculkan bentuk-bentuk budaya
yang diberi warna agama.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pada masa kejayaan Mg apahit, masyarakatnya bersifat agamis,
dalam arti segala kegiatan dan kehidupannya diwarnai unsur agama. Pemerintah yang menyadari
keanekaragaman agama yang ada dan berkembang pada waktu itu, memanfaatkan secara maksimal fungs
agama, dan mengakui peran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada kenyataannya,
agama dapat memberi sumbangan yang cukup besar dalam menuju puncak kejayaan, dan kergjaan
Majapahit telah membuktikannya.



